
NOMOR
LAMPIEN

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREB0N

: 000.7.2.6/Kep. 1 76  -Bappelitbangda/2025
: 1 (satu) hapiran

TENTANG

TIM PENIUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAII KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang            :   a.   bahwa   berdasarhan   ketentuan   Peraturan   Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan   Peraturan
Daerah    Tentang    Rencana    Pembangunan    Jangka
Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
PembangLman    Jangka    Panjang    Daerah,    Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kelja   Pemerintah   Daerah,   Perang]rat   Daerah   perlu
menyusun  Rencana  Kelja  Perangkat  Daerah  dengan
belpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
dan Rencana Kelja Pemerintah Daerah;

b.   bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal   125  Peraturan
Menteri  Dalam Negeri  Nomor 86 Tahun  2017  tentang
Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan   Daerah   Tentang   Rencana   Pembangunan
Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana    Pembangunan   Jangka    Panjang    Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana   Kelja   Pemerintah   Daerah,   dalam   rangka
penyusunan    Rencana    Keq.a    Badan    Perencanaan
Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah
perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kelja Badan
Perencanaan        Pembangunan ,        Penelitian        dan
Pengembangan Daerah ;

c.   bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud   dalam   huruf   a,    dan   huruf   b,    perlu
menetaphan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun
Rencana   Kelja   Badan   Perencanaan   Pembangunan,
Penelitian   dan   Pengembangan   Daerah   Kabupaten
Cirebon Tahun 2026;



Mengingat :    1.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan    Lembaran    Negara    Repubhik    Indonesia
Nomor 442 1 ) ;

2.   Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2014    Nomor    244,    Tambahan
Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Nomor   5587)
sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali,   terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan        Peraturan        Pemerintah        Pengganti
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta
Ken.a   menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

3.   Undang-Undang   Nomor    107   Tahun   2024   tentang
Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2024  Nomor  293,
Tambahan    I.embaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 7044);

4.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  13 Tahun  2019  tentang
Ifaporan   dan   Evaluasi   Penyelenggaraan   Pemerintah
Daerah     (I,embaran     Negara     Republik     Indonesia
Tahun  2019  Nomor  52,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6323) ;

5.   Peraturan   Presiden   Nomor   59   Tahun   2017   tentang
Pelaksanaan      Pencapalan      Tujuan      Pembangunan
Berkelanjutan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang  Tata  Cara  Perencanaan,   Pengendalian  dan
Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi
Rancangan    Peraturan    Daerah    Tentang    Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  serta  Tata
Cara    Perubahan    Rencana    Pembangunan    Jangka
Panjang      Daerah,     Rencana   Pembangunan Jangka
Menengah   Daerah,   dan   Rencana   Kelja   Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor  1312);

7.   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor    12
Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan   Susunan
Perangkat   Daerah    Kabupaten    Cirebon    (Lembaran
Daerah     Kabupaten  Cirebon Tahun  2016  Nomor  16)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten   Cirebon   Nomor   1   Tahun   2021   tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor   12   Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan
Susunan    Perangkat    Daerah    Kabupaten    Cirebon



(I.embaran  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2021
Nomor 1);

8.   Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor   154  Tahun  2023
tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan
Fungsi     Serta    Tata     Kelja     Badan     Perencanaan
Pembarigunan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah
(Berita   Daerah   Kabupaten   Cirebon      Tahun   2023
Nomor 154);

9.   Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   80   Tahun   2024
tentang     Rencana     Strategis     Perangkat     Daerah
Tchun  2025-2026  (Berita  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan      :   Surat          Edaran           Bupati           Cirebon           Nomor:
000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA        tentang        Pedoman
Penyusunan     RKPD     dan     Renja     Perangkat     Daerah
Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tim    Penyusun    Rencana    Kelja    Badan    Perencanaan
Pembangunan,   Penelitian   dan   Pengembangan   Daerah
Kabupaten    Cirebon    Tahun    2026    dengan    susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

:   Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATu bertugas
untuk  mengumpulkan   data  dan   infolmasi,   menyusun
dokumen   perencanaan   sesuai   tahapan   dan   tata   cara
termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan
dokumen rencana perangkat daerah.

:   Keputusan    Bupati   ini   mulai   berlaku    pada    tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
padatanggal  17  April   2025

BUPATI CIREBON,

-  IMRON
Tembusan:
1. Yth.  Inspektur Kabupaten Cirebon;
2.Yth. Para    Anggota    Tim    Penyusun    Rencana    Kelja    Badan    Perencanaan

Pembangunan,  Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten  Cirebon
Tahun 2026.



LAMPIRAN  :    KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

:  000.7.2.6/Kep.   176-Bappelitbangda/2025
:     17   April   2025
:TIM       PENYUSUN       RENCANA       KERJA       BADAN

PERENCANAAN   PEMBANGUNAN,.   PENELITIAN   DAN
PENGEMBANGAN   DAERAH   KABUPATEN   CIREB0N
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH    KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2026

I.        Penanggung j.awab

11.       Ketua Tim

Ill.     Sekretaris

Dangi, S.Si.,M.Sc., MT

Imanul Hakin,ST, M.Eng

:   Dhian puspita,S.Fit.I-
Penyusun FTogram Anggaran dan Pefaporan

IV.      Kelompok Ken.a           :    1. Sunarti,ST.,MH
F`mgsional Perencana- Ah]i Mud-a-

2. Varmy Koesrini,SH
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

BUPATI CIREBON,



Telah diperiksa

Tanggal
Dinas

Ulasan

Nama
Paraf

c#;*m#n#%:##"gr#whfty#
.orfe-peA{s#:s

Analis Kebijakan  Bagian Administrasi  Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERHNCANAAN PHMBANGUNAN,

PEINELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAHRAH
Jl. Sunan Kalijaga No.11 Tel. (0231) 321991 Fax. (0231) 321991

SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada
Dari
Nomor
Si fat
Tanggal
Perihal

Yth. Bapak Bupati Cirebon
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
050 /136 -Sekret.

Pentin8
17 April 2025
Pemohonan    kesediaan    menandatangani    Keputusan    Bupati    tentang
Tim  Penyusun  Rencana  Keria a# Badan  Perencarman
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kal}upaten Cirebon. ifebREa#gifenfro

Disampaikandenganhomat,berdasarkanpasal125PeraturanMenteriDalamNegeri

Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah

Daerah,SertaTataCaraPerubahanRencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah,Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  dan Rencana Kelja Pemerintah Daerah,  maka

perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Keria (Renja).

Sehubungan   dengan   hal   tersebut,   kami   sanpaikan   draft   Keputusan   Bupati

sebagaimana terlampir,  untuk  selanjutnya  dilakukan  legal  drafting  oleh Bagian Hukuni

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian  permohoran   ini   kami   sanpaikan  atas   perhatian   dan   perkenannya

diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON

DAN
Pembina Tk.I

NIP.197311011998031006


